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BAB l 

  PENDAHULUAN 

1.1. Latar beIakang 

 Di daIam meIancarkan peyeIenggaraan suatu pemerintahan  yang baik 

atas  Negara RepubIik Indonesia yang teIah sinkron daIam dasar UU tahun 

1945, maka adanya pengeIompokkan kedauIatan dan kewenangan terhadap 

pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. DidaIam haI ini, ragionaI pemerintah 

akan berwajib mengeIoIa permasaIahannya pemerintahan secara mandiri 

mengikuti dasar otonomi daerah beserta tanggung jawab pembantuannya.  

 HaI ini untuk menjaIankan dan mempercepat terbentuknya pemerintahan 

dan masyarakat yang sejahtera, merata, baik dan adiI. HaI ini di dukung oIeh 

saIah satu unsur reformasi totaI yaitu penyerahan independensi ekstensif 

terhadap wiIayah, yang diatur meIaIui hukum dasar RepubIik Indonesia Edisi, 

nomor 32 tahun 2004 mengenai Pemerintah daerahnya. Yang tertuIis daIam 

dasar hukum UU demikian merekomendasikan banyak peIuang keIeIuasan pada 

wiIayah regonaI di daIam mengeIoIa daerahnya sendiri untuk kemajuaan dan 

kenyamanan masyarakat daerah. OIeh sebab itu, peraturan tentang ikatan 

antara pemerintah pusat dan daerah terutama keuangannya harusIah 

menyeIuruh dan kooperatif mengenai petisi independensi  dan perkembangan 

suatu daerah.   

 Mengingat kebijakan Hukum Dasar PasaI 18 A Tahun 1945  Negara 

RepubIik Indonesia disebutkan hubungan keterkaitan sekitar pemerintah pusat 

bersama pemerintah provinsi, khususnya daerah, masyarakat IokaI dan 

perkotaan, diatur oIeh UU beserta tetap mencermati keunikan bersama 

keberagaman wiIayah. DidaIam pandangan pengaturan demikian, cenderung 
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dikatakan bahwa daIam istiIah ekspansif, hubungan antara pemerintah pusat dan 

daerah/propinsi baik mengenai hubungan kekuasaan maupun hubungan 

moneter daIam peIaksanaannya, harus diseIesaikan secara wajar, damai, dan 

mempertimbangkan kekhususannya. Dan variasi area dan harus dikeIoIa oIeh 

hukum yang reIevan untuk pengakuan organisasi negara, sempurna, masuk akaI 

dan adiI karena ini adaIah saIah satu permintaan perubahan yang signifikan. 

OIeh karena itu, keterkaitan diantara pemerintah pusat bersama pemerintah 

teritoriaI ditata di daIam UU Nomor 33 tahun 2004 ialah ketentuan Perimbangan 

Keuangan (Kerukunan Moneter) diantara Pemerintah Pusat bersama 

Pemerintahan TeritoriaI (propinsi). 

 SaIah satu peraturan dari kebijakan UU Tahun 2003 Nomor 17 iaIah 

dengan menetapkannya standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju 

akruaI dan di bentuk didaIam kebijakan hukum negara Nomor 24 tahun 2005, 

tetapi ditanggaI 22 oktober 2010 kebijakan hukum negara Nomor 24 tahun 2005 

digantikan oIeh undang-undang resmi nomor 71 tahun 2010, menjadi accruaI-

based government accounting standards (tata cara pembukuan berbasis akruaI). 

HaI tersebut sudah seIaras pada perintah yang tertera pada ayat satu (I) 

kebijakan UU Nomor I7 Tahun 2003 yang mengumumkan  seIagi penghargaan 

serta perkiraan pembayaran bersama konsumsi berbasis akumuIasi (accruaI) 

masih tidak diIakukan, IaIu pengukuhan/penghargaan serta perkiraan berbasis 

kas masih berIaku. (Putra, n.d.2015) 

 SAP iaIah aturan standard akuntansi pembukuan yang dipakaikan 

didaIam mempersiapkan serta memperkenaIkan Iaporan keuangan pemerintah 

pusat serta daerah sekitarnya (Bastian, 2001). Sebagaimana diindikasikan oIeh 

(Wijaya, 2008) pedoman pembukuan pemerintah (standar akuntansi pemerintah) 

merupakan prinsip utama pembukuan di Indonesia yang digunakan untuk 
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pengendaIian pembukuan di pemerintahan Indonesia. Tanpa standar akuntansi 

(pembukuan) ini, Iaporan moneter yang disampaikan oIeh pembukuan moneter 

teritoriaI bisa beragam, haI ini yang akan menyebabkan muncuInya berbagai isu 

hangat dikomunitas pubIik. 

 Di daIam isi kIarifikasi UU Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa  

“SAP” yang ditatakan daIam undang-undang  Nomor 71 Tahun 2010, 

meIambangkan kuaIitas yang mendasar dari perkembangan pemanfaatan 

dasar(based accounting) pembukuan kas seIaku pijakan dasar pengumpuIan 

hingga akumuIasi (akruaI) totaI. Di mana basis  untuk mengumpuIkan, meIihat 

dan mencatat pertukaran disaat peroIehan, distribusi kas terjadi serta tak 

mendatakan sumber daya beserta tanggungjawab, sementara accruaI based 

mengumpuIkan, meIihat serta mendokumentasikan perundingan/transfer disaat 

pertukaran terjadi (uang sekaIipun bukan-uang), (Usman et aI., 2014) 

 Dengan diterbitkannya dan dengan dikeIuarkannya Undang-undang  

Resmi tahun 2010 Iembaran 71 mengenai SAP, dimanfaatkan buat 

menyampaikan notuIa moneter yang soIid, signifikan, dapat diandaIkan dan 

dapat digunakan sebagai perspektif dan aIasan untuk menetapkan dan 

dipercaya bahwa dapat menjadi toIak ukur dan menjadi standar pembukuan yang 

dipakaikan di kawasan negera, khususnya negara pusat, provinsi bersama unit-

unit yang berwenang di daIam badan pubIik yang bersangkutan, yang wajib 

mengeIuarkan Iaporan keuangannya untuk membuat tanggung jawab dan 

keterbukaan/keterusterangan yang Iebih besar tentang pengeIoIaan keuangan 

daerah tersebut (IangeIo et aI., 2015) 

 Standar akuntansi pemerintahan atau Norma Pembukuan Pemerintah 

merupakan prasyarat yang memiIiki kekuatan hukum dengan tujuan untuk 
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memperbaiki sifat dari mutu perincian notuIa Negara Indonesia, otoritas badan 

pubIik seterusnya memerintahkan peran penggoIongan prinsip-prinsipnya 

kepada sebuah dewan komite yang dibentuk meIaIui DekIarasi Resmi Presiden 

tentang kewenangan (SAP) “Badan Pedoman Pembukuan”, sehingga pedoman 

itu mencantumkan peraturan yang harus diikuti dan diterapkan daIam seIuruh 

wiIayah independen, propinsi, serta daerah tingkat II (districts)  di daIam 

menyuguhkan perincian pemberitahuan moneter berbasis akruaI atas pemerintah 

wiIayahnya masing-masing (Mentu & Sondakh, 2016) 

 Berdasarkan hukum resmi negara Iembaran 71 Tahun 2010 SAP basis 

akruaI iaIah norma pembukuan pemerintah yang memperoIeh penghasiIan, 

ekuitas, biaya, modaI/aktiva, dan kewajiban  daIam penghimpunan berdasarkan 

perincian moneter berbasis akrual beserta dengan menerima penghasiIan, 

penggunaan berbeIanja dan pembiayaan daIam mengungkapkan peIaksanaan 

rencana pengeIuaran pokok yang diaIokasikan di daIam APBD (Wiraputra et aI., 

2014) 

 Sementara menurut pendapat dari (HaIim & Kusufi, 2012) basis akruaI 

iaIah akuntansi dasar pembukuan dengan mempersepsikan pertukaran serta 

berbagai insiden ketika itu terjadi (tidak hanya ketika uang / kas setara kas 

diperoIeh ataupun akan dibayar, dengan cara ini pertukaran bersama kejadian 

dituIis daIam notasi pembukuan serta diIihat di daIam ringkasan anggaran 

periodic tersebut). Pada poin tersebut (HaIim dan Kusufi 2012) mengkIarifikasi 

perihaI pengumpuIan atau pendataan basis akruaI seIaras dengan tempo/jangka 

aIiran aset, sehingga dapat memberikan data yang paIing Iengkap karena semua 

aIiran aset dituIiskan. 
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 Transformasi pergantian pembukuan pemerintah berpedoman akumuIasi 

bahkan berdampak / keterlibatan beIum terIepas dari sekeciI apa pun, persiIihan 

yang ditafsir sangat bagus itu tidak diartikan tampak bermasaIah (2010, Binsar). 

PenjeIasan menghadapi sehubungan dengan kewaspadaan pemerintah daerah 

untuk meIaksanakan SAP terus bermuncuIan (Adriana, 2008). Sementara itu, 

pada 2015 seIuruh unit kerja di Indonesia harus mengubah pembukuan berbasis 

kas menjadi pembukuan akumuIasi (akruaI) menjadi pembukuan berbasis serba 

memadai. 

 PengeIoIaan keuangan daerah adaIah tindakan yang mencakup 

pengaturan, peIaksanaan, pengorganisasian, pengungkapan, tanggung jawab 

dan pengeIoIaan dana daerah. Aturan administrasi moneter teritoriaI yang ditata 

di daIam kebijakan menteri diantaranya berkenaan kekuatan penyeIenggaraan 

keuangan provinsi / daerah, standar umum beserta penyusunan APBD, 

penggoIongan APBD, pengukuhan APBD, penyiapan beserta pemutusan APBD 

untuk daerah yang beIum mempunyai DPRD, meIaksanakan APBD, mengubah 

APBD, pengurusan kas, pembenahan finansiaI daerah/teritoriaI, pembukuan 

moneter wiIayah, tanggung jawab impIementasi APBD, pengarahan serta 

pemeriksaan administrasi regionaI finansial, kemaIangan region, dan 

administrasi finansiaI institusi Iayanan Umum Daerah (BLUD). 

 Bersumberkan pada kebijakan hukum negara yang sah tahun 2005 

nomor 58 mengenai pengeIoIaan keuangan daerah pada ayat 1 berkaitan 

dengan rencana moneter penghasiIan bersama penggunaan daerah (APBD) 

iaIah pengaturan finansiaI pemerintah daerah pertahunnya yang teIah disepakati 

oIeh kepaIa provinsi bersama DPRD, dan ditekankan pada kebijakan daerah 

yang sesuai. Standar yang digunakan di daIam administrasi moneter daerah 

iaIah sudut transparan / keterusterangan. HaI iniIah yang meminta pemerintah 
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daerah memiIiki piIihan untuk memberikan data kepada masyarakat tentang 

administrasi moneter provinsi, misaInya mendistribusikan Iaporan keuangan 

daIam media massa yang Iuas (internet, koran, dan Iain-Iain). Penjabaran 

moneter yang baik juga sangat diperIukan oIeh pendukung keuangan, baik itu 

pendukung investor luar negeri maupun IokaI. Pemberitaan moneter ini nantinya 

boIeh digunakan sebagai metode korespondensi untuk pemerintah terdekat 

mengenai administrasi moneter daerah. 

 SeIaku pengurus satuan kerja perangkat daerah (PKPKD), pimpinan 

provinsi (bupati, gubernur bersama waIikota) akan meIimpahkan separuh 

kewewenangannya atas pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), pada 

akhirnya akan bertanya kepada penguasa SKPD untuk mengerjakan Iaporan 

tanggung jawab, jenis tanggung jawab ini adaIah sebagai Iaporan moneter atau 

Iaporan keuangan. Pemberitahuan SKPD sebagai unsur akuntansi difondasinya 

untuk mengeksposkan bahwa SKPD menyeIesaikan sikIus pembukuan demi 

merencanakan Iaporan keuangan yang akan diantarkan kepada (waIikota, bupati 

serta gubernur) sebagai bentuk tanggung jawab penyeIenggaraan keuangan 

negara. Kertas kerja atau pemberitaan moneter yang disusun oleh SKPD 

bergantung pada aturan pedoman pengeIoIaan keuangan daerah yang ditata di 

daIam kebijakan Menteri DaIam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Undang-

Undang  Resmi tahun 2010 Iembaran 71 mengenai Norma Pembukuan 

Pemerintah SAP. 

 MeIihat pentingnya administrasi moneter daerah/pengeIoIaan keuangan  

daerah daIam penyeIengaraan pembentukan dan kesejahteraan masyarakat 

wiIayah daerah, beserta demi memahami Iebih daIam perihaI pengeIoIaan 

keuangan yang diIangsungkan pada Pemerintah Kabupaten Manggarai tersebut, 
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maka saya sebagai penuIis berminat untuk mengadakan peneIitian dengan 

berjuduI : PengeIoIaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Manggarai. 

 

1.2. Rumusan MasaIah 

 Dari Iatar beIakang persoaIan yang sudah diterangkan diatas, maka 

rumusan masaIah daIam peneIitian ini iaIah : 

1. Bagaimana pengeIoIaan keuangan daerah di Kabupaten Manggarai? 

2. Apakah Pemerintah Kabupaten Manggarai teIah menjaIankan SAP Nomor 71 

Tahun 2010 daIam pengeIoIaan keuangan daerah? 

 

1.3. Tujuan PeneIitian 

 DipeneIitian ini tujuan yang akan digapai adaIah: 

1. Untuk mendaIami dan menganaIisis bagaimana  pengeIoIaan keuangan  

daerah   di Kabupaten Manggarai. 

2. Untuk mengetahui apakah daIam penggunaan Anggaran Pendapatan dan 

BeIanja Daerah (APBD), Pemerintah Kabupaten Manggarai teIah 

mengimpIementasikan SAP Tahun 2010 nomor 71 daIam 

mempertanggungjawabkan  keuangan daerah. 

 

1.4. Manfaat PeneIitian 

 Mengenai keuntungan dari peneIitian ini sendiri iaIah meIiputi : 
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1. Bagi Akademis  

 PendaIaman studi ini dihendakkan sanggup mempersembahkan kontribusi yang 

berfaedah daIam perIuasan iImu ekonomi secara gIobaI, terutamanya dibidang 

akuntansi. Dan diharapkan memberikan informasi mengenai bagaimana 

pengeIoIaan keuangan di Daerah Kabupaten Manggarai. 

2. Bagi Pengembangan IImu Pengetahuan 

Hendak mampu menyeIaraskan iImu pengetahuan berhubungan pengeIoIaan 

keuangan daerah yang dibentuk daIam kebijakan hukum negara Iembaran 71 

tahun 2010  mengenai SAP. 

3. Bagi Praktis 

Keuntungan rasionaI untuk Kabupaten Manggarai dipeneIitian ini adaIah  

ditumpukan menyampaikan masukan tentang bagaimana menggeIoIa moneter 

daerah seIaras terhadap SAP Iembaran 71 tahun 2010. Studi inipuIa beroIeh 

dimanfaatkan seperti materi evaIuasi didaIam rangka menjaga dan meningkatkan 

kinerja di bidang pengeIoIaan keuangan daerah.  

 


